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ABSTRAK

JANUARDI. NPM: 19.81.0083. 2019. Kedudukan Saksi Mahkota Sebagai
Alat Bukti Berdasarkan Putusan Nomor 4237 K/Pid.Sus/2011. SkKripsi.
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing | Dr.Afif Khalid,
S.Hi.,S.H.,M.H, Pembimbing Il Dadin Eka Saputra, S.H.,M.Hum.

Kata kunci: persidangan; putusan; saksi mahkota

Saksi mahkota acap kali di pakai pada persidangan pidana. Padahal
pada KUHAP tidak ada aturan mengaturnya, menimbulkan pendapat pro
maupun kontra, pada Putusan MARI Nomor 1986 k/Pid/1989, pada dasarnya
tidak melarang Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota, asal berkas saksi
sebagai terdakwa dipisah dengan terdakwa yang diberikan kesaksian.
Selanjutnya dipertegas Putusan 2437 K/Pid.Sus/2011, intinya Walaupun tidak
diberikan definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota
(kroongetuide), namun dari perspektif empirik, saksi yang berasal dari salah
seorang tersangka/terdakwa yang Bersama-sama melakukan tindak pidana,
saksi tersebut diberikan mahkota berupa di tiadakan atau diringankan tuntutan
tersebut. Sehingga demi keadilan dan hukum Putusan Nomor 1174 K/Pid/1994
melarang penggunaan saksi mahkota ini.

Adapun rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana pengaturan
kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana
berdasarkan Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011, bagaimana akibat hukum
kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana
berdasarkan Putusan Nomor 2437 K/ Pid.Sus/2011.

Penelitian ini Normatif bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan data
bahan hukum dengan studi dokumen dan studi Pustaka diolah secara deskriptif.

Sehingga diperoleh penelitian kedudukan saksi mahkota merupakan
saksi atau terdakwa dimana keterangannya dapat didengar dan dapat dijadikan
salah satu alat bukti didalam proses peradilan pidana, namun bersyarat dipisah
berkas pekaranya, mengakibatkan pertentangan pada prinsip-prinsip hukum
beracara peradilan pidana pada KUHAP, diantaranya pada Pasal 189 KUHAP
tentang hak-hak terdakwa, selanjutnya pasal 168 dan juga Pasal 170 mengenai
ketentuan pengecualian saksi yang tidak bisa didengar keterangannya, serta
mengenai ketentuan keterangan seorang saksi yang dibawah sumpah, tentunya
bertentangan dengan Pasal 171 KUHAP.
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